URAN DAERAH KABUPATEN D
PERA DAERAY SUKOHARIO
NOMOR 11 TAHUN 1995

TENTANG

UPATEN
SI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KAB
T DAERAH TINGKAT 1 SUKOHARJO

GAN RAHMAT TUHANM YANG MAHA ESA
BUI"]?\I'QTI: KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang :a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna
dan berhasil guna sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Ne-
geri Nomor 6 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata-

kerja Dinas Perikanan Daerah maka dipandang perlu mengganti
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor
11 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas
Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkar
Peraturan Daerah . P pkan Jenpu

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuk
daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propj entukan
Tengah ; g opinsi Jawa
2. Undang-undang Nomor
L 5 Tahun '
Pemcringahsn 6 Daersh { Loutk: 1:}74 tentang pokok-pokok

¢gara Republik Indonesia
74 |

i
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Fahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Rey,

i r 3037);
Indonesia I::nr?e(:-intah Nomor 34 tahun 1951 tentang Pelaksilnaan
3. Pem%m Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangg,
Il:;l-li)l;anan Daerah kepada Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun. 1951 Nomor 53 Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 );

; 1988 tentang Koordinac:

turan Pemerintah Nomor 6 Tahun nas;

) iilgaiam Instansi Vertikal di Daerah (Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negar,
Republik Indonesia Nomor 3373 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penye-
lenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah
Tingkat II ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3480 );

6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Pedoman Organsasi Dinas Daerah ;

7. Keputusan Menteri-dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang
Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Ne

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN D

SUKOHARJO TENTANG ORGANISASIAE%;H TINGKAT II
DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAE TATAKERJA

SUKOHA.RJO T GKAT II
BAB ]
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

dalam Peraturan Daerah inj yang dimaksud dengpp, .
2. Daerah adalah kabupaten Daerah Tingkat I S“koharj
0;
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 pemerintah Dacrah adalzh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo |

pupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Sukoharjo; e g '

4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Sukoharjo ;

Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo; | '
f Kepala Dinas a;lalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo. 5 b e

_ BAB II '
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2 ;

(1) Dinas. Perikanan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di
bidang Perikanan. : . A ,

(2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah
tangga Daerah dan tugas Pembantuan yang diberikan oleh Peme- rintah
dan atau Pemerintah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah dibidang

Perikanan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokol{ tersebut pada Pasal 3 Peraturan
daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi : '

a. pembinaan umum berdasarkan pekerjaan yang'ditetapkan oleh Guber-
nur kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah; ’
pembimbingan teknis di bidang perikanan ; -

pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai tugasnya ;

penyuluhan perikanan ;

pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya ;

pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani ;

e oo o
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g. pengelolahan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
'h. pengurusan Tata usaha Dinas ;

BAB I
ORGANISASI
bagian Pertama

Pola dan Sususnan Organisasi

_ Pasal 5
Organisasi Dinas Perikanan ditetapkan Pola Maksimal

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
a. Kepala Dinas ;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;
c. Seksi Produksi ;
d. Seksi Penyuluhan ;
e. Seksi Sumber Hayati ; Y ’ |
f. Seksi Usaha Tani/ Nelayan -
g. Seksi Prasarana ;
h. Cabang Dinas ; 4
1. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
J- Kelompok jabatan Fungsional;
(2) Sub bagian Tata usaha terdiri dari 4 (empat
Produksi, Seksi Sumber Hayati, Seksfi Ugahg [Tjamnislmrlx’rei:gmgkan Seu
Pmm masing-masing terdiri dari 4 (empat ) Sup San dan Seksi
Seksi penyuluhan terdiri dari 2 (dua ) Sub Seks;i . ekSl’- adapun
- (3) Sub bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana dimaj
Pflsal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepals Sud aya¢ (2)
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinag _ yang berada
(4) Bagan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaj
Pas?l ini, adalah dalam Lampiran Peraturan Daeral ; sl Ayat (1)
bagian yang tak terpisahkan . L memPakan
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Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksan
kepegawaian,keuangan dan urusan umum.

akan perencanaan

- Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan
Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan
serta pembinaan organisasi dan tatalaksana; -
penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan ;
d. penyiapan bahan pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan

surat menyurat.

o

Pasal 10

(1) Sub bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan Perencanaan ;
b. Urusan Kepegawaian ;
¢. Urusan Keuangan ;
d. Urusan Umum ;

(2) Urusan-urusan  sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
19asing—masing dipimpin oleh seorang Kepala yang beradz’x
([i}::t\:vaah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata
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Pasal 11
ai tugas melaksanakan
1) Urusan Perencanaan mempunyet "&e> ' Dengun,
( )Pulan, analisis dan penyajian data statistik perikanan, peqyjg),
e mmun rocans da rOgrm, Pnyapan b
dinas serta penyiapan bahan p ST, Ofganisasi dsh fatalak.

sana.
(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, muytag;
pegawai serta tata usaha kepegawaian . |

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas,
pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus
perbendaharaan .

4. Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
surat-menyurat dan kearsipan serta urusan rumah tangga dan

perlengkapan.

Bagian keempat
Seksi Produksi
Pasal 12
.S(?ksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok.
Dinas Perikanan di bidang pembinaan dan produksi perika- nan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas terseb turan
me : _ ut pada Pasal
Daerah ini, Seksi produksi mempunyaj fungls)i . Hiead fum
a. gf:laksanaan izentg;i:asi, identifikasi dan analisis kebutuhan, bim
ingan pengadaan dan pemanfaatap . : >
lapangan atas mutu sarana produksi ::rll:tkaa:ztjﬂ(asl 40 Pengyjian
b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, per;b'
bangan dan pengendalian Penangkapan ikan dipe;;-m
. . . . llmum.

d. pelaksanaan inventarisasi, identifikas; dan
bimbingan penerapan pola produksi perikanan. PenYusunan Serta
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Pasal 14

, i terdiri dari:

geks! Produl;sama Produksi;
) ub SeKst :

ag b Seksi Budidaya ikan;
b's ub Seksl Peﬂangkapan 1kan, .
;' sub Seksi Pengembangan Produksi. *
1 Sib geksi-sub seksi  sebagaimana dimaksud_ ayat (1) pasal ini
()masing'masmg dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 15

(1)Sub- Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan inven-
tarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan ,bimbingan pengadaan dan
pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan

atas mutu sarana produksi perikanan. ’

(2) Sub Seksi Budidaya ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi,
identifikasi, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan serta
bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang budidaya. |

(3)Sub Seksi Penangkapan ikan siempunyai tugas melakukan
inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengen-

dalian penangkapan ikan serta bimbingan penerapan teknologi anjuran
di bidang penangkapan ikan. - . _
(4) Sub Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas melakukan
inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan pro-
duksi perikanan serta bimbingan penerapannya.

Bagian Kelima
Seksi Peyuluhan

Pasal 16
Qeksi Peyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
inas Perikanan di bidang peyuluhan perikanan.

pokok D
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Pasal 17

3 kok tersebut pada p
Untuk menyelenggarakan tugas po _ t p asal g
Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi : Pe“'“lran

1 laksanaan program, metode dap s; _
: m asz"t.; f:llcla)l!)aesa sosial daIrJJ emmi : S kerja Peny,
b. perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaap, Penyuiy
c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani/nelayz, ; ’
d. perencanaan dan pengadaan, pengelolaan dan bimbingan oy

yagunaan sarana penyuluhan ;
e. perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan Pengembangy,

materi penyuluhan ;
Pasal 18

(1) Seksi Penyuluhan terdiri darj -
a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana:

(2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal inj,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan .

Pasal 19
(1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam
penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode
dan sistemkerja penyuluh identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial

dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi
pelaksanaan penyuluhan .

pelayanan teknis dan administras; kepada para penyuluh dalam
pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, menyelenggarakan
kursus-kursus tani, Penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta
penyiapan materi penyuluhan, '
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Bagian Keenam
Seksi Sumber Hayati
Pasal 20

ber Hayati mempunyai tugas melaksanakan sebagaian

SekSi Sllm . - . . X b- ~
tugas pokok Dinas Perikanan di bidang pembinaan sumber hayati

pcrikanaﬂ .
Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan

Daerah ini, Seksi Sumber Hayati mempunyai fungsi : '

a. penginventarisasian, pengidentifikasian, penganalisaan perhi- -
tungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum,
sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan

~ dan pemetaan potensi lahan budidaya;

b. penyusunan petunjuk operasional pengawasar penangkapan ikan,
memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelak-
sanaan pengawasan penangkapan ikan ;

c. pembimbingan alokasi dan pengendaiian pemafaatan sumber daya
‘kan di air tawar dan air payau ;

d. penginventarisasian, pengidentifikasian dan pembimbingan
operasional perlindungan sumber daya ikan dan lingkungan yang
meliputi pencegahan, rehabilitasi, pemberantasan penyakit,
konservasi sumber daya ikan kritis dan langka serta pencegahan
dan penanggulangan pencemaran perairan ;

Pasal 22

(') Seksi Sumber Hayati terdiri dari :
a. Sub Seksi Identifikasi Sumber Daya Ikan ;
b. Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan ;
c. Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan ;
d. Sub Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan ;
(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sumber
Hayati .
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Pasal 23

(1)Sub  Seksi Identifikasi Smbi"‘:nat)l’gk aI:ian da[:empun‘y?i tugag

melaksanakan inventarisast, 1den . . Analisis Serta

" metaan potensi budidaya ikan dj :
perhitungan dan pe .. Perairgp
umum, danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainny, ge,,,
perhitungan dan pemetaan potensl lahan budidaya .

(2) Sub Seksi Pengawasan Penangkapan lkan mempunyaj tugas
menyusun petunjuk operasional i iy !Jenangkapaq ikan,
memantau, mengevaluasi, memberikan bimbingan pelaksanagp
pengawasan penangkapan ikan di perairan umum.

(3)Sub Seksi Pengendalian Budidaya Ikan mempunyai tugas
melakukan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan
sumber budidaya ikan . . ,

(4)Sub Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikas; dan
b.imbingnan operasional perlindungan sumber daya ikan dan
lmgkun.gan yang meliputi pencegahan serta pemberantasan hama
penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan kritis serta
langka ~serta pencegahan dan  penanggulangan pencegahan

Bagian Ketujuh
Seksi Usaha Tani/Nelayap
Pasal 24

Seksi Usaha Tani/ Nelayan mem 1
) , punya aksanak i
tugas Dinas Perikanan dj bidang pem}l’)matzrgla:slalll:: tani/ lan g
nelayan .

pengelolaan dan kerja Sama usaha perikanay, . ngan Permodalan
b pelayanan dan pengawasan perijinan Ushhy Vi i o
meliputi pelayanan informas; perijinan, pmsedm Yang
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ohonan jjin usaha serta pemantauan pelaksanaan ijin usaha
b an teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan,

blm‘) . -
2 P aan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana,

in LA
g:?b r dan metode pengujian ;
i pembimbingafl. dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang
i analisis pasar, pemantahuan dan penygbaran informasi pasar

meliput! B e
“orta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar

negerl -
Pasal 26

(1) Seksi Usaha Tani/ Nelayan terdiri dari :
2. Sub Seksi Pembinaan Usaha ;

b. Sub Seksi Perijinan Usaha ;
¢. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu ; .

d. Sub Seksi Pemasaran . | . "
(2)Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal inl,

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani /Nelayan .

i tugas melakukan analisis
gelolaan dan kerja

sama usaha perikanan . . iy
b Seksi Perijinan Usaha mempunyal tugas melakuk';lin ptei:lay e
o inan usaha i yang melipu pe

pengawas_»m iy a permohanan ijin usaha serta

Usaha perikanan . e
:aan Mutu memp -
dan Pembin o das Sengolshan hasil

Se - 3
3) Sub . vinoan teknologi penan iputi
y mdak“kan pmblmggsan dan pengawasan J0e e mel.ltp ugng;?ahm
pefikﬂ“m’samm prosedur dan metode pengujian sert? U P
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antauan dan penyebaran informasi pasar ser, Promgg;
' i hyg;
U

pem R :
perikanan untuk pemasaran didalam maupun dilyar neger;.
Bagian Kedelapan
seksi Prasarana
Pasal 28

Seksi Prasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian fugas
Dinas Perikanan di bidang pembinaan prasrana perikanan dap bedt ullzziok
dn

nelayan / petani ikan .

Pasal 29
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 peraturan
ini, Seksi Prasarana mempunyai fungsi : 5 e
a. penginvetarisasian, pengidentifikasian, perancangan dan skala priori
a prio
?embangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana pmaggkal;t:ns
ikan dan sarana kelengkapannya serta bimbingan dan pengawas
pelaksanaannya ; N
b. perumusan pengembangan dan i | '
. : pembinaan pola tata o 1
tatalaksana, jasa perikanan dan pangkalan pendaratan ikan : i
C. penginventarisasian, pengindentifikasian dan :
perancangan ba-
kngun:m,l pengembangan dan rehabilitasi prasarana lf::i]lg daylams';rfa
. e exfgkapam.]ya dan merumuskan pola tatalaksana pengolahan nya ;
l;:;:nngbl:;rentar:sasnan, pengidentifikasian dan penyusunan rencana
figunan, pengembangan dan rehabilitas; sert '
pemukiman nelayan /petani ikan dan lingkungannya . .

Pasal 30
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Pasal 31

(1) Sub Seksi Prasarana penangkapan mempunyai tugas melakukan
inventarisasi, identifikasi, menyiapkan rancangan dan skala
prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana

* penangkapan ikan dan sarana  kelengkapannya serta
pengawasannya .

(2)sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan
mempunyai tugas merumuskan, membina dan mengembangkan
pola tata operasional dan tata laksana serta jasa pengusahaan
pangkalan pendaratan ikan .

(3) Sub -Seksi Prasarana budidaya mempunyai tugas melakukan .
inventarisasi, identifikasi serta menyusun rancangan pemba-
ngunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budi daya dan
sarana kelengkapannya serta merumuskan petunjuk teknis pengo-
lahannya.

(4) Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan/Petam Ikan mem-
punyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, serta menyu-
sun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta
pembinaan pemukiman nelayan/petani ikan dan ling- kungannya .

Bagian Kesembilan
Cabang Dinas
Pasal 32

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri .

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 33

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai
unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan .

-(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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Pasal 34

oksana Teknis Dinas di bentuk berdasarkan kriten-

Unit Pel i Menteri Dalam Negeri

d
akan ditetap yang

Bagian Kesebelas

lompok Jabatan Fungsional
iy Pasal 35

(1) Kelompok jabatan Fungsional dl Imgkur{gan Pinas Pe‘ikanan
mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perikanan g; bi g
keahlian masing-masing .

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ter'sebut Pada ayy (1
Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senio; selaky
ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggune jawah
kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Tekni
Dinas yang bersangkutan .

Pasal 36

(1) Kelompok Jabatar, Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub
Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin
oleh tenaga fungsional senior .

BAB v
TATAKERJ
Pasa] 37
Dalam melaksanakan ¢,
_ . 8asnya Dj :
Teknis D s Perik '
menersa kmas’ I_(e].o ok J.abatan Fungsiona; d:: by .Pelaksa-l.la
e pkan prinsip kOO{dlnasi, integrag; e Cab@g Dinas wajib
y gkungan masing-masing maypyp dtitarg Sinkronisasj baik dalam
engan tugas masing-masing, Satuan organicaci sesuai
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Pasal 38

(1) Kepala Dinas fialam melaksanakan . tugasnya berd 2
jaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Dyaerah . i x
) Kepal{l I?mas di wajibkan memberikan petunjuk, membina,

membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan

pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya .

BABYV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

Jenjang jabatan' dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur
kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku .

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih
lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

Pasal 41
Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah

gkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1981 tentang
Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah

an tidak berlaku lagi.

Dengan berlakunya
- Kabupaten Daerah Tin
Susunan Organisasi dan
Tingkat II Sukoharjo dinyatak

BAB VI
PENUTUP
Pasal 42

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daérah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo .

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada Tanggal 5 Juni 1995
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PER“UUGLAN RAKYAT D
KAT I

DEWAN

KABUPATEN DAERAH TING
"~ SUKOHAR JO

ttd

SOEBENI

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
 Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah d

AERAH BUPATI KEPALA DAERsy o
' . G

Ir. TEDJO SUMINTQ

Tanggal : 12 Oktober 1995 No. 188.3/300/1995
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum
Ymt

d |
5

- NIP. 500.056.003 .
Kabag hukum Daerah Bawahan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat IT Sukoharjo
Nomor : 5 Tahun 1996 Seri D No. 5 -
Pada tanggal : kosong
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. SRIHARDONO
Pembina Tingkat I

NIP. 010 071 319
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